
 

BAB IV 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan yang telah penulis 

deskripsikan, dapat disimpulkan bahwa: 

1. Penegakan hukum terhadap nelayan pengguna alat tangkap pukat 

Lampara dasar (mini trawl) yang dilakukan oleh Ditpolairud. 

Ditpolairud melakukan penegakan hukum secara represif dengan 

penindakan terhadap pelaku pelanggaran penggunaan alat tangkap. 

Selain itu Ditpolairud melakukan upaya preventif dengan kegiatan 

sosialisasi, edukasi, dan melakukan pengawasan langsung di wilayah 

perairan Pesisir Selatan.  

2. Kendala-kendala yang dihadapi oleh Ditpolairud Pesisir Selatan 

dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap nelayan pengguna 

alat tangkap Pukat Lampara Dasar (mini trawl) yaitu kendala faktor 

sosial dan ekonomi Nelayan, dan rendahnya kesadaran hukum 

masyarakat Nelayan 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai penegakan 

hukum terhadap nelayan pengguna alat tangkap pukat lampara dasar (mini 

trawl) oleh Ditpolair Polres Pesisir Selatan, maka penulis memberikan 

beberapa saran sebagai berikut: 
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1. Bagi Ditpolairud Polres Pesisir Selatan 

Ditpolairud Polres Pesisir Selatan diharapkan dapat meningkatkan 

intensitas pengawasan dan patroli laut secara berkelanjutan, meskipun 

dengan keterbatasan sarana dan prasarana yang ada. Selain itu, perlu 

dilakukan penguatan pendekatan preventif melalui sosialisasi hukum 

dan pembinaan yang lebih masif kepada masyarakat nelayan, agar 

larangan penggunaan alat tangkap mini trawl dapat dipahami secara 

menyeluruh. Pelibatan aktif masyarakat pesisir sebagai mitra 

pengawasan juga perlu terus ditingkatkan guna memperluas jangkauan 

pengawasan dan mempercepat deteksi pelanggaran. 

2. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan 

Pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan diharapkan dapat 

memberikan dukungan nyata dalam upaya penegakan hukum 

perikanan, khususnya melalui penyediaan bantuan alat tangkap yang 

ramah lingkungan serta program pemberdayaan ekonomi bagi nelayan 

kecil. Selain itu, diperlukan kebijakan yang mendorong peningkatan 

kesejahteraan nelayan, seperti akses permodalan, pelatihan 

keterampilan, dan pendampingan usaha perikanan berkelanjutan, 

sehingga ketergantungan nelayan terhadap alat tangkap yang dilarang 

dapat diminimalisir. 

3. Bagi Masyarakat Nelayan 

Masyarakat nelayan diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum 

dan kepedulian terhadap kelestarian sumber daya perikanan. Nelayan 

perlu memahami bahwa kepatuhan terhadap peraturan perikanan tidak 
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hanya bertujuan untuk menghindari sanksi hukum, tetapi juga untuk 

menjamin keberlangsungan mata pencaharian nelayan itu sendiri dalam 

jangka panjang. Partisipasi aktif nelayan dalam pengawasan dan 

pelaporan pelanggaran juga menjadi faktor penting dalam menciptakan 

perikanan yang berkelanjutan. 
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